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WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 2¢ TAHUN 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

d.

6.

MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
WALIKOTA PADANG,

bahwa kendaran perorangan dinas milik Pemerintah Kota
Padang yang sudah mempunyar umur 5 (lima) tahun atau
lebih, dapat dihapuskan dari Dafrar Tnventaris Kekavaan Milik
Pemerintah Kota Padang;

bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang
Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomaor
02/BAP/11/2014, tanggal |0 Februari 2014, kendaraan
perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat
dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wahkota
tentang Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas Milik
Pemerintah Kota Padang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kotz Besar dalam  Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1936
Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tecntang Kecuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
o, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) scbagaimana telali beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomaor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tenlang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negaru
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tcntang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat [l
Padang (Lembaran Negara Tahun 1280 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomaor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pcmcrintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemcrintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737,

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan
dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki /
dikuasal negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  Kep.
225/MK/V/1971 Tentang Pcdoman Pelaksanaan Tertib
Inventarisasi Barang-barang Milik Negara / Kekayaan Negara;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kkota
Padang (Lembaran Daecrah Kota Padang Tahun 2008 Nomor
16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2012 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kkota
Padang Tahun 2009 Nomor 10j;

Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Penghapusan cdan
Pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota
Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 4),

MEMUTUSKAN :

Menghapus kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kota
Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dari
daftar inventaris milik Pemcrintah Kota Padang.

Terhadap kendaraan perorangan dinas yang sudah dihapus
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat dilakukan
penjualan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
sudah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kota Padang untuk mencatal pada Daftar Mutasi
Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang,
sesual ketentuan vang berlaku.
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Tembusan disampaikan kepada Yth.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekehruan dalam
penetapan  keputusan ini, akan diadakan perbaikan
schagaimana mecstinya.

Ditctapkan di Padang
pada tanggal I7 kvpaci014

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. 3dr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang

4. Arsip



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
YANG DIHAPUS DARI DAFTAR INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

- ==
—_ e e

- ” Nomor Spesifikasi Barang Asal / Cara | p— Nomar
Ng | UnitKerja Yang Bahan | Perolehan | | | _ ] Satuan | Jumlah Harga (Rp)
Mengusulkan Kede Barang Register Mama / Jenis Merk / Type Barang erolehan | Rangka Mesin Polisi
" ) 1 P 5 5 7 3 9 T T 12 13 14 5
| Hagian Umum 02.03.01.02.02 D01 Kendaraan Roda Empat | Toycta Fortuner/leep Besi APED 2008 MHFZX8852ET000T28 JTR-6595654 EA 3359 M Uit 1 343.000.000
i _—
JUMLAH 1] 343.000.000




